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A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1. Perjanjian 
Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum dari hukum perikatan. 
Hukum perikatan ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum 
yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu 
berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib 
memenuhi prestasi, contoh perikatan dalam jual-beli.
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Dalam hukum perikatan sebagai objek perikatan adalah prestasi. Ada 3 
(tiga) macam bentuk prestasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Prestasi untuk memberi sesuatu, misalnya menyerahkan barang, 
membayar harga. 
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang rusak. 
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Sumber-sumber hukum perikatan adalah perjanjian
22
 dan undang-undang. 
Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, misalnya: jual beli, tukar 
menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, penitipan, dan perjanjian kerja. 
Hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang, misalnya: perikatan 
yang terjadi karena undang-undang itu sendiri (wajib nafkah), dan perikatan 
yang terjadi karena undang-undang disertai dengan tindakan manusia.
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Perikatan berakhir dengan beberapa cara, yaitu: 
1. Dengan pembayaran (kalau perikatan itu jual beli), adalah kewajiban 
debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan.
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2. Dengan pembaruan utang (novasi), adalah dibuatnya perjanjian kredit 
yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, 




3. Dengan pembebasan utang, Pasal 1440 KHUPer yang menyatakan: 
“Pembebasan suatu untang atau penglepasan menurut perjanjian untuk 
kepentingan salah seorang kawan berutang secara tanggung-menanggung, 
membebaskan semua orang beruntang yang lainnya, kecuali jika si 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal 
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berpiutang dengan tegas telah menyatakan hendak mempertahankan hak-
haknya terhadap orang-orang yang tersebut belakangan tadi dalam hal 
mana ia tak dapat menagih utangnya selain setelah dipotong bagian orang 
yang telah dibebaskan olehnya”. 
4. Dengan pembatalan, hal ini diatur dalam Pasal 1446 KUHPer sampai 
dengan Pasal 1456 KUHper, yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 
suatu perikatan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat sah 
perjanjian yang bersifat subjektif yang meliputi adanya kata sepakat anatar 
kedua pihak dan kecapakan para pihak dalam mebuat suatu perjanjian, 
kemudia suatu perikatan dapat batal demi hukum apabila tidak 
terpenuhinya syarat sah perjanjian yang bersifat objektif yaitu adanya 
objek tertentu dan klausa yang halal.  
5. Dengan hilangnya benda yang diperjanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 
1444 KUHPer dan Pasal 1445 KUHper yang menjelaskan terkait 
musnahnya barang yang terutang, dalam hal ini musnah yang dimaksud 
dapat diartikan sebagai sautu barang yang tidak dapat diperjualbelikan 
kembali, musnahnya barang jika terjadi suatu kejadian yang tidak dapat 
diduga oleh si berutang, dan musnah atau hilang dicuri oleh seseorang 
6. Dengan telah lewatnya waktu (daluwarsa).26 
Biasanya suatu perjanjian atau perikatan selesai karena telah jatuh waktu 
tempo sesuai isi perjanjian yang para pihak sepakati, hal ini diatur dalam 
Buku Ke IV KUHPer tentang Daluwarsa, pada Pasal 1946 KUHPer 
                                                            





dijelaskan “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya satu waktu 
tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”. 
Terdapat beberapa asas-asas pokok yang berkaitan dengan hukum 
perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi: 
1) Konsensualisme  
Konsensualitas di dalam asas ini berarti bahwa suatu perikatan terlahir 
pada saat kata sepakat antara para pihak, dan perikatan semacam ini sah tanpa 
memerlukan suatu formalitas. Dengan kata lain, asas konsensualisme menitik 
beratkan kepada unsur saling menerima secara bulat dan menyetujui tanpa 
keberatan.
27
 Asas ini tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, salah 
satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Mengandung 
makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi 
cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
2) Pacta Sunt Servanda  
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 
menyatakan, “perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang”. 
3) Kebebasan berkontrak  
Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau 
tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan 
bentuknya perjanjian (lisan atau tertulis). 
                                                            






Asas ini tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata
28
, bahwa dalam asas ini 
berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
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5) Iktikad baik  
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang intinya 




6) Keseimbangan Kontrak 
Asas ini sangat berperan dalam menentukan posisi dari para pihak. Posisi 




Berdasarkan penjelasan asas-asas diatas, penulis hanya akan 
memfokuskan pada asas keseimbangan kontrak sebagai pisau penelitan yang 
terdapat dalam asas-asas pokok dalam hukum perjanjian tersebut, namun 
penulis juga akan menganalisis asas-asas yang dibiasanya digunakan yang 
berkaitan untuk membuat suatu perjanjian internasional yang berlaku di 
hukum internasional, hal ini sebagai pelengkap dasar hukum atas legal atau 
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tidaknya tindakan pemerintah melakukan negosiasi ulang kontrak karya, 
meliputi: 
a. Asas Proposionalitas 
Azas proposionalitas pada dasarnya merupakan perwujudan doktrin 
“keadilan berkontrak” yang mengkoreksi dominasi azas kebebasan 
berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. 
Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendektan. 
Pertama pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada 
persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua 
yaitu pendekatan substantif, yang menekan kandungan atau substansi serta 
pelaksanaan kontrak. Azas proporsionalitas dimaknai sebagai “azas yang 
melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai 
proporsi atau bagiannya”.  
Azas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban 
diwujudkan dalam sekuruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase 
pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Azas 
proporionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan 
kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan).
32
 Ukuran 
proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai 
kesetaraan (equitability), kebebasan, distribusi proposional, tentunya juga 
tidak dapat dilepaskan dari azas atau prinsip kecermatan, kelayakan, dan 
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 Terdapat beberapa fungsi azas proporsionalitas, baik dalam 
proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak komersial adalah: 
a) Tahap para kontrak, azas proporsionalitas membuka peluang negosiasi 
bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara 
fair, oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses 
negosiasi dengan itikad buruk 
b) Pembentukan kontrak, azas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak 
serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban 
para pihak berlangsung secara fair 
c) Pelaksanaan kontrak, azas proporsionalitas menjamin terwujudnya 
distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang 
disepakati/dibebankan pada para pihak 
d) Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus 
dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental 
sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak. Oleh karena 
itu, pengujian melalui azas proporsionalitas sangat menentukan dalil 
kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi 
penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul 
kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntngan salah satu 
pihak dengan merugikan pihak lain 
                                                            





e) Jika terjadi sengketa kontrak, azas proporsionalitas menekankan bahwa 




Berdasrkan penjelasan tentang asas proporsionalitas diatas, penulis 
menganalaisis bahwa asas tersebut sangat mengacu pada proporsi hak dan 
kewajiban para pihak dari tahap awal negosiasi kontrak sampai dengan 
pelaksanaan kontrak. Adanya asas ini dapat sebagai sumber landasan salah 
satu pihak jika dirasa terjadi suatu ketidakadilan dan ingin melakukan 
negosiasi ulang pada kontrak yang sudah berlangsung tersebut, sebab asas ini 
sangat mengedepankan adanya proporsi yang seimbang, diamana para pihak 
harus saling menguntungkan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama rata.  
Berdasarkan penjelasan asas proposrsionalitas diatas, sehingga terlihat 
jelas perbedaannya dengan asas keseimbangan kontrak terlihat pada titik 
focus pada asas tersebut yaitu asas keseimbangan lebih menitikberatkan pada 
posisi kedudukan tawar para pihak dalam pembuatan kontrak, namun asas 
proposionalitas lebih menitikberatkan pada pertukaran hak dan kewajiban 
para pihak secara proporsional. 
b. Keadaan Sulit (Hardship) 
Kegagalan suatu pelaksanaan kontrak komersial biasanya terjadi 
karena adanya wanprestasi, force majeur (overmacht, daya paksa), dan 
keadaan sulit (hardship). Wanprestasi dan force majeur sudah diatur 
dalam buku ketiga dalam KHUPer, namun hardship ini merupakan suatu 
                                                            





doktrin baru yang belum diatur di Indonesia namun sudah dipakai dalam 
kontrak dunia internasional. Aturan tentang hardship menentukan bahwa 
apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, 
pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya 
dengan tunduk pada ketentuan hardship (sebagai pengecualian). Doktrin 
hardship ini diatur dalam UNIDROIT principles of International 




Berdasarkan penjelasan terkait hardship diatas, penulis menganalisis 
bahwa hardship tersebut lebih menekankan suatu kondisi dimana terdapat 
suatu peristiwa dapat merubah keseimbangan kontrak secara tiba-tiba atau 
fundamental, periswata yang dimasud ini dapat berupa dari suatu biaya 
pelaksanaan dari kontrak atau nilai dari suatu pelaksanaan kontrak yang 
akan diterima tersebut berubah secara keseluruhan atau signifikan, 
sehingga terjadi suatu kerugian yang besar atau tidak wajar terhadap pihak 
yang lain.  
2. Kontrak Karya 
Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata 
work of contract, dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah 
identure, franchise agreement, state agreement or government agreement.
36
 
Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
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1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian 
Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, menyatakan: “suatu perjanjian antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau 
patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka penanaman modal 
asing) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan Umum.” Dari definisi tersebut kontrak karya dikonstruksikan 
sebagai sebuah perjanjian. Subyek dari definisi tersebut yaitu Pemerintah 
Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau joint venture antara 
perusahaan asing dengan perusahaan nasional. Obyek dari define tersebut 
adalah pengusahaan mineral, misalnya antara kerjasama antara investor asing 
dengan pemerintah Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia, atau contoh 
lainnya yang merupakan perusahaan patungan adalah PT. Newmont Nusa 
Tenggara, yang merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya 
dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT. 
Pakuafu Indah (Indonesia) dan PT. Multi Daerah Bersaing. 
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Definisi lain dari kontrak karya terdapat pada Pasal 1 angka 1 Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 
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Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal 
Asing, menyatakan: “Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan 
perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing 
untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk 
minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara”. Dari definisi 
tersebut terlihat subyeknya yaitu Pemerintah Indonesia dan badan hukum 
Indonesia. Modal utama dari badan hukum Indonesia itu adalah berasal modal 
asing. Besarnya modal asing itu, maksimal 95%, sementara modal perusahaan 
mitra nasionalnya adalah minimal 5%.
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Ismail Suny mengartikan kontrak karya sebagai berikut: “Kerjasama 
modal asing dalam kontrak karya (contrct of work) terjadi apabila penanaman 
modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini 
mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan 
modal nasional”. 
Sri Woelan Aziz mengartikan kontrak karya adalah “suatu kerjasama 
dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan 




Salim HS mengartikan kontrak karya adalah “suatu perjanjian yang dibuat 
antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau 
merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum 
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domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun ekploitasi dalam 
bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu uang disepakati 
oleh kedua belah pihak”.
40
 
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas terkait 
perjanjian dan kontrak karya, penulis menganalisis bahwa perjanjian dan 
kontrak secara harfiah atau secara definisi adalah sama, karena merupakan 
suatu kesepakatan dari para pihak, namun dalam perjanjian umumnya dapat 
dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis dan dapat dilakukan jenis 
perjanjian apa saja, tetapi untuk istilah kontrak umumnya digunakan pada 
suatu perjanjian yang kegiatannya bersifat komersial, seperti kontrak karya 
pertambangan, sehingga masyarakat pada umumnya untuk membuat suatu 
kesepakatan yang berkaitan dengan kegiatan yang komersial maka digunakan 
istilah kontrak, dan pada umumnya kontrak dibuat secara tertulis tidak ada 
yang tidak tertulis. 
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi 
1. Pengertian Investasi 
Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu investire (memakai), sedangkan 
dalam bahasa inggris disebut dengan investment. Terdapat beberapa 
pengertian mengenai investasi menurut para ahli, Fitzgeral mengartikan 
“investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-
sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat 
sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di 
                                                            





masa yang akan datang”.
41
 Terdapat pula pengertian investasi dari 
Kamaruddin Ahmad yang mengartikan investasi adalah “menempatkan uang 
atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan 
tertentu atas uang atau dana tersebut”.
42
 Dari pengertian Kamaruddin Ahmad 
tersebut investasi lebih memfokuskan pada penempatan uang, sehingga 
investasi
43
 mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan. 
2. Jenis Investasi 
Investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa hal meliputi: 
(1) Investasi berdasarkan asetnya, penggolongan investasi ini berdasarkan 
dari aspek modal atau kekayaannya, meliputi : 
1. Real Asset: merupakan investasi yang berwujud, contohnya gedung-
gedung dan kendaraan-kendaraan 
2. Financial Asset: merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak 




(2) Investasi berdasarkan pengaruhnya, investasi ini didasarkan pada factor-
faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi, 
meliputi : 
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a) Investasi Autonomus (berdiri sendiri) : merupakan investasi yang tidak 
dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif, contohnya 
pembelian surat berharga 
b) Investasi Induced (memengaruhi-menyebabkan): merupakan investasi 
yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta 
tingkat pendapatan, contohnya penghasilan transitory yaitu 
penghasilan yang di dapat selain dari bekerja seperti bunga.
45
 
(3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, merupakan investasi yang 
didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh, yang terdiri dari : 
1) Investasi yang bersumber dari Penanam Modal Asing (PMA), 
merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. 
2) Investasi yang bersumber dari Penanam Modal Dalam Negeri 




(4) Investasi berdasarkan bentuknya, merupakan investasi yang didasarkan 
pada cara menanamkan investasinya, meliputi : 
1. Investasi Portofolio, dilakukan melalui pasar modal dengan instrument 
surat berharga, seperti obligasi dan saham. 
2. Investasi Langsung, merupakan bentuk investasi dengan jalan 
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3. Hukum Investasi 
Ida Bagus Wyasa Putra, dkk mengartikan “hukum investasi merupakan 
norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat 
dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang 
terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 
rakyat”.
48
 Terdapat definisi dari pendapat ahli lain mengenai hukum investasi, 
T.Mulya Lubis, mengemukakan “hukum investasi adalah tidak hanya terdapat 
dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan 
berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing”.
49
 
Hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut sebagai 
UUPM. Penanaman modal atau investasi berdasarkan pengertian pada Pasal 1 
angka 1 UUPM menyatakan bahwa, “Penanaman modal adalah segala bentuk 
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia”. Artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan menanam 
modal untuk melaksanakan suatu usaha di Indonesia, investor tersebut dapat 
berupa investor dari dalam negeri maupun dari investor asing. 
4. Sumber Hukum Investasi 
Hukum investasi di Indonesia pertama kali diatur dalam peraturan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, 
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peraturan tersebut juga sebagai landasan hukum atau payung hukum 
pemerintah dalam pembuatan Kontrak Karya pada tahun 1967 dengan PTFI. 
Selanjutnya pada tahun 1970 terdapat perubahan yang kemudian perubahan 
tersebut dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang 
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing. 
Tahun 1968 pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan 
terkait Penanaman Modal Dalam Negeri yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 
Peraturan tersebut juga terdapat perubahan yang kemudian diganti pada 
Tahun 1970 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 
tentan Penanaman Modal Dalam Negeri. 
Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang juga mengatur terkait 
penanaman modal, peraturan pemerintah tersebut meliputi Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham 
dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan 
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Terdapat pula beberapa Keputusan 
Presiden yang mengatur terkait penanaman modal yang meliputi Keputusan 
Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Keputusan 





Bidang Usaha Ynag Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman 
Modal, dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang 
Tertutup dan Bidang Usaha Ynag Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi 
Penanaman Modal. 
Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1968 tentan Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut sebagai UUPM. Adanya 
UUPM tersebut, maka peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi para 
investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Negara Indonesia.
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5. Objek Hukum Investasi 
Terdapat 2 (dua) macam objek dalam pembahasan objek kajian hukum 
investasi, meliputi: 
(1) Objek Materil: merupakan objek yang menjadi sasaran dalam 
penyelidikan yaitu manusia dan investasi. 
                                                            





(2) Objek Formil: yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materil, 
meliputi : 
a) Hubungan antara investor dengan Negara penerima modal; 
b) Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi; 




6. Asas-Asas Hukum Investasi 
Berdsasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, terdapat 10 (sepuluh) asas dalam penanaman 
modal atau investasi, meliputi : 
(1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang 
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
dasar dalam setiap kebjakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal 
(2) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 
tentang kegiatan penanaman modal 
(3) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(4) Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara, adalah 
asas perlakuan pelayanan non diskriminatif berdasarkan ketentuan 
                                                            





peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri 
dan penanam modal dari suatu Negara asing dan penanam modal dari 
Negara asing lainnya 
(5) Asas Kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam 
modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat 
(6) Asas Efisiensi Berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan 
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 
usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing 
(7) Asas Keberlanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan 
berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk 
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, 
baik untuk masa kini maupun yang akan datang 
(8) Asas Berwawasan Lingkungan, adalah asas penanaman modal yang 
dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan 
dan pemeliharaan lingkungan hidup 
(9) Asas Kemandirian, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan 
tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup 





(10) Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional, adalah 
asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah 
dalam kesatuan ekonomi nasional.
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Pasal 3 ayat (1) UUPM diatas, merupakan suatu peraturan yang berisi 
asas-asas yang harus diataati oleh semua pelaku investor, para investor harus 
memperhatikan tiap-tiap asas tersebut agar tidak terjadi suatu pelanggaran 
yang dapat merugikan kedua belah pihak. Adanya asas-asas tersebut, 
diwujudkan agar teciptanya suatu investasi yang kondusif dan dapat 
meningkatkan iklim usaha perekonomian di Indonesia. Berdsasarkan 
penjelasan asas-asas diatas, penulis dalam melakukan penelitian ini 
menggunakan semua asas yang disebutkan diatas, sebab dengan adanya asas-
asas tersebut maka kegiatan investasi yang dilakukan para investor di 
Indonesia tidak dilakukan dengan cara semena-mena atau menyalahi aturan, 
sehingga para investor dalam melaksanakan kegiatan investasi di Indonesia 
wajib berpedoman pada asas-asas hukum investasi yang telah dijelaskan 
diatas. 
C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan 
1. Pengertian Pertambangan 
Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU Minerba 
menyatakan, “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 
yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
                                                            





penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
kegiatan pascatambang”. 
2. Pengertian Hukum Pertambangan 
Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, 
yaitu mining law, bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam 
bahasa Jerman disebut dengan bergrecht. Joan Kuyek mengemukakan 
pengertian hukum pertambangan. Mining laws is: 
“have been set up to protect the interests of the mining industry and to 
minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who 
owns whats rights to mine. They wer never intended to control moning or 
its impact on Land or people we have to look to othe laws to protect these 
interests”. 
Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang 
bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri 
pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang 
dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang 
mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak 
pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau 
dampaknya terhadap tanah atau orang.
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Definisi lain dalam Blacklaw Dictionary, Mining law adalah : 
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“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing 
precious metal in its soil or rock) according to certain established rule.” 
Artinya: Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang 
mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam 




3. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan  
Objek hukum pertambangan dibagi 2 (dua), yaitu objek materil dan objek 
forma. Objek materil dari hukum pertambangan adalah manusia dan bahan 
galian. Objek forma adalah mengatur hubungan antara Negara dengan bahan 
galian dan hubungan antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam 
pemanfaatan bahan galian.
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 Berdasarkan penjelasan tersebut penulis 
menganalisis bahwa yang dimaksud dengan objek materil merupakan manusia 
dengan bahan galian atau bahan pertambangan yang terdapat di dalam bumi, 
jadi bendanya. Sedangkan objek forma merupakan aktifitasnya dan peraturan-
peraturan untuk melaksanakan kegiatan bahan galian. 
Ruang lingkup hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan 
pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan 
menjadi 5 (lima) golongan, yaitu: 
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1. Pertambangan mineral radioaktif, mineral radioaktif adalah mineral yang 
mengandung elemen uranium (U) dan/atau thorium. Uraninit adalah salah 
satu mineral radioaktif dengan elem U sebagai elemen pokok.
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2. Pertambangan mineral logam, mineral logam merupakan mineral yang 
tidak tembus pandang dan dapat menjadi pengahantar panas dan arus 




3. Pertambangan mineral non-logam, mineral bukan logam meliputi intan, 
yodium, klor, belerang, asbes, tawas, dan gipsum.
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4. Pertambangan batubara, gambut, dan bitumen padat, dalam definisi 
batubara dilihat dari proses terbentuk atau terjadinya batubara. Pengertian 
batubara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “batubara adalah arang 
yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air 
dan sebagainya yang telah menjadi batu”.
59
 Batubara digolongkan menjadi 
empat macam, yaitu bitumen padat. Batuan aspal, batubara, dan gambut.
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5. Pertambangan panas bumi. 61 
Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertambangan diatas, penulis dalam 
melakukan penelitian hanya memfokuskan pada jenis kontrak karya yang 
memproduksi mineral logam dan batubara, karena pada penelitian ini penulis 
menggunakan contoh kontrak karya yang digunakan oleh PT. Freeport 
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Indonesia dan PT. NNT, dimana perusahaan tersebut hanya melakukan 
pengelolaan pertambangan jenis mineral logam serta batubara.
